Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 94 /M.PPN/HK/05/2019
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan
penyelesaian administrasi penganggaran dan
kegiatan di lingkungan Kementerian Perencanaan P
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nas
melimpahkan sebagian kewenangan

Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Na

Penggung

kelancaran
pelaksanaan
embangunan
onal, perlu
Anggaran
sional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Kuaga Pengguna

Anggaran di lingkungan Kementerian Perencanaan P

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pre

cmbangunan

-

siden Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa| Femerintah
mengatur bahwa Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan
pendelegasian  sesuai dengan pelimpahan darj Pengguna
Anggaran,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dit
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pelimpal
Wewenang Pengguna Anggaran Kementerian
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan P
Nasional kepada Kuasa Pengguna Anggaran di
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Na
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  berkait
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

M

naksud pada
an Sebagian
Perencanaan
embangunan
lingkungan
sional/Badan

an  dengan

engingat : ...




Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

-2-

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ
Nomor 4286);

Tahun 2003

ik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indgnesia Nomor

4355);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repub
Tahun 2018 Nomor 33);

lik Indonesia

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nagional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan K
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraty
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

Tahun 2016
Perencanaan
embangunan
iran Menteri
Perencanaan

ABANGUNAN
ABANGUNAN
WEWENANG

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEN
NASIONAL/KEPALA BADAN  PERENCANAAN  PEN
NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN P
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN P

PEMBANGUNAN NASIONAL KEPADA KUASA PENGGUN

RENCANAAN
NCANAAN
ANGGARAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN]|

NASIONAL

BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH.

Melimpahkan sebagian wewenang Pengguna Anggaran

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Pembangunan Nasional kepada:

a. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor M(
Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan
Pembangunan Nasional,

Kementerian
Perencanaan

nteri Negara
Perencanaan

b. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komijite Nasional

Keuangan Syariah;
¢. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola
dan

Hibah MCC;

d. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Majelis Wali Amanat

Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF.

Wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA meliputi

kewenangan :

a. mengadakan ...




